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This study examines the implementation of the Fraud Control Plan (FCP) in
managing School Operational Assistance (BOS) funds at SD Negeri 12
Kepahiang. The primary issues identified include low transparency and
accountability in fund management and indications of fund misuse due to
limited oversight. The research employs a qualitative method with a
descriptive approach through interviews, observations, and document
analysis. The findings reveal that FCP implementation begins with the
formulation of internal policies as a guide for fund management, followed
by the establishment of structured management procedures, internal
monitoring, and training for relevant parties. Technology is also utilized to
enhance transparency in fund usage. Risk identification in BOS fund
management highlights potential misuse during the planning,
implementation, and reporting stages, necessitating strict oversight. Fraud
prevention and detection strategies include robust internal controls, the use
of technology, and external supervision by the school committee and the
education department. However, FCP implementation faces challenges such
as limited human resources and technology, as well as resistance to change.
Supporting factors that strengthen FCP implementation include an effective
internal monitoring system and good understanding of accountability, while
the main obstacles are the low administrative staff awareness and limited
technological infrastructure. The study recommends further training and
technological capacity-building to ensure the sustainable and effective
application of FCP.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana publik, termasuk Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), merupakan
salah satu aspek penting dalam meningkatkan
kualitas pendidikan di Indonesia (Hidayat et al.,
2019). Dana BOS vyang disalurkan oleh
pemerintah bertujuan untuk meringankan beban
operasional sekolah dan mendukung
terselenggaranya pendidikan yang berkualitas
(Segah & Kaharap, 2022). Namun, dalam
implementasinya, pengelolaan dana ini kerap
menghadapi berbagai tantangan, salah satunya
adalah potensi kecurangan atau fraud. Kecurangan
dalam pengelolaan dana BOS dapat berdampak
serius terhadap efektivitas penggunaan anggaran,
kualitas layanan pendidikan, serta kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan
pemerintah (Sitohanga et al., 2024). Oleh karena

itu, diperlukan sistem pengendalian yang
komprehensif untuk meminimalisir risiko fraud,
salah satunya melalui penerapan Fraud Control
Plan (FCP).

Fraud Control Plan adalah pendekatan
strategis yang dirancang untuk mencegah,
mendeteksi, dan menangani kecurangan dalam
pengelolaan keuangan (Abdullah et al., 2024).
Dalam konteks pengelolaan dana BOS, penerapan
FCP menjadi sangat relevan karena dana ini
melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala
sekolah, guru, komite sekolah, hingga pemerintah
daerah. Ketidakefisienan dalam pengelolaan dana,
kurangnya  transparansi,  serta  lemahnya
pengawasan internal sering kali menjadi celah
terjadinya kecurangan (Pamungkas, 2013). Oleh
sebab itu, FCP menawarkan kerangka kerja
sistematis yang meliputi identifikasi risiko fraud,
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pengembangan mekanisme pengendalian,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta
penerapan sanksi tegas bagi pelanggaran.

Potensi kecurangan dalam pengelolaan
dana BOS dapat berupa berbagai bentuk, seperti
penggelembungan biaya, laporan fiktif, hingga
pengalihan dana untuk kepentingan pribadi.
Praktik-praktik semacam ini tidak hanya merugi-
kan secara finansial, tetapi juga menghambat
pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sebagai
contoh, dana yang seharusnya digunakan untuk
pembelian alat peraga pendidikan atau perbaikan
fasilitas sekolah justru digunakan secara tidak
semestinya akibat lemahnya sistem pengawasan.
Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan
pengelolaan yang baik melalui penerapan
pendekatan berbasis FCP.

Selain itu, penerapan FCP juga berfungsi
untuk meningkatkan akuntabilitas ~ dan
transparansi dalam pengelolaan dana BOS (Putro
& Najib, 2023). Akuntabilitas mengacu pada
tanggung jawab pengelola dana untuk melaporkan
penggunaan anggaran secara jelas dan sesuai
peruntukan, sedangkan transparansi menuntut
keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku
kepentingan (Hadisantoso et al., 2021). Dengan
FCP, setiap tahapan pengelolaan dana mulai dari
perencanaan, penganggaran, hingga pelapor-an
dapat dimonitor secara sistematis, sehingga
meminimalisir potensi penyalahgunaan. Dalam
konteks ini, penerapan teknologi informasi,
seperti sistem pelaporan keuangan berbasis
digital, juga menjadi bagian integral dari strategi
FCP untuk mendukung pengawasan yang lebih
efektif.

Namun, implementasi FCP  dalam
pengelolaan dana BOS bukan tanpa tantangan.
Salah satu hambatan utama adalah rendahnya
pemahaman dan kesadaran akan pentingnya
pengendalian fraud di kalangan pengelola dana,

khususnya di tingkat sekolah. Kurangnya
pelatihan  terkait ~manajemen risiko dan
pengawasan keuangan sering kali menjadi
penyebab lemahnya implementasi strategi

pengendalian fraud (Azizah & Algafi, 2023).
Selain itu, resistensi terhadap perubahan, budaya
kerja yang kurang mendukung transparansi, serta
keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor
penghambat dalam penerapan FCP secara optimal
(Aiman et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan
upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan
masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang
mendukung penerapan FCP secara menyeluruh.
Penerapan FCP dalam pengelolaan dana
BOS juga sejalan dengan prinsip tata kelola yang

baik (good governance). Prinsip ini mencakup
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan
efektivitas. Dengan menerapkan FCP, sekolah
dapat memastikan bahwa pengelolaan dana BOS
tidak hanya sesuai dengan regulasi yang berlaku,
tetapi juga memenuhi ekspektasi masyarakat
dalam hal penggunaan dana publik secara
bertanggung jawab. Sebagai tambahan, partisipasi
aktif dari komite sekolah dan orang tua murid
dalam pengawasan penggunaan dana dapat

memperkuat  kepercayaan publik terhadap
integritas pengelolaan dana BOS.
Secara  empiris, banyak  penelitian

menunjukkan bahwa risiko kecurangan dalam
pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah dasar
masih menjadi tantangan. Studi yang dilakukan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemen-dikbudristek) menunjukkan
adanya beberapa temuan seperti laporan keuangan
yang tidak sesuai standar, penggunaan dana yang
tidak mendukung kegiatan belajar-mengajar,
hingga kurangnya pengawasan dari pihak
berwenang. Kasus-kasus ini sering kali muncul
akibat lemahnya pengendalian internal, kurangnya
pemahaman kepala sekolah dan tenaga
administrasi tentang pengelolaan keuangan, serta
rendahnya pengawasan eksternal. Dalam kondisi
ini, FCP menjadi kebutuhan mendesak untuk
diimplementasikan sebagai bagian dari penguatan
tata kelola sekolah.

SD Negeri 12 Kepahiang merupakan salah
satu sekolah yang menerima dana BOS secara
rutin. Sebagai institusi pendidikan dasar yang
melayani masyarakat setempat, sekolah ini
memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola
dana tersebut secara efektif dan efisien. Namun,
sebagaimana sekolah lain, SD Negeri 12
Kepahiang juga menghadapi tantangan dalam
memastikan bahwa pengelolaan dana BOS bebas
dari kecurangan. Ketiadaan prosedur khusus untuk
mendeteksi potensi fraud, kurangnya pelatihan
terkait pengelolaan keuangan, serta minimnya
kesadaran staf sekolah tentang pentingnya
akuntabilitas menjadi beberapa isu yang perlu
diatasi.

Dalam penerapannya, Fraud Control Plan
di SD Negeri 12 Kepahiang mencakup langkah-
langkah strategis seperti identifikasi risiko utama
dalam pengelolaan dana BOS, pengembangan
kebijakan anti-fraud yang spesifik untuk sekolah,
serta pembentukan tim pengawasan internal.
Selain itu, sekolah juga perlu mengadakan
pelatihan bagi kepala sekolah, guru, dan staf
administrasi terkait pengelolaan dana dan prinsip-
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prinsip akuntabilitas. Tidak kalah penting,
keterlibatan pihak eksternal seperti komite
sekolah dan auditor independen juga menjadi
elemen kunci dalam memastikan implementasi
FCP berjalan efektif.

Penerapan FCP di SD Negeri 12 Kepahiang
memiliki potensi memberikan manfaat yang
signifikan. Selain meningkatkan akuntabilitas,
FCP juga dapat membangun kepercayaan
masyarakat terhadap pengelolaan dana sekolah.
Transparansi dalam penggunaan dana BOS akan
mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat
dalam mendukung program sekolah. Lebih jauh
lagi, sekolah dapat menciptakan budaya kerja
yang berlandaskan integritas dan profesionalisme,
yang tidak hanya relevan untuk pengelolaan
keuangan tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan
pendidikan secara keseluruhan.

Namun, implementasi FCP bukan tanpa
tantangan. Beberapa kendala yang mungkin
dihadapi antara lain resistensi dari pihak internal
sekolah, Kketerbatasan sumber daya untuk
menjalankan program, serta kurangnya dukungan
dari pihak terkait. Oleh karena itu, pendekatan
yang komprehensif dan kolaboratif diperlukan
untuk  mengatasi hambatan-hambatan ini.
Pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan
masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk
memastikan bahwa SD Negeri 12 Kepahiang
dapat menjadi contoh dalam penerapan tata kelola
dana BOS yang bersih dan transparan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi Fraud Control Plan dalam
pengelolaan dana BOS di SD Negeri 12
Kepahiang. Fokus penelitian meliputi langkah-
langkah yang telah diambil oleh sekolah dalam
menerapkan FCP, hambatan yang dihadapi, serta
hasil yang dicapai. Dengan pendekatan ini,
diharapkan  penelitian  dapat memberikan
kontribusi nyata bagi pengembangan model
pengelolaan keuangan sekolah yang lebih baik di
masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk
menggali secara mendalam fenomena penerapan
Fraud Control Plan (FCP) dalam pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD
Negeri 12 Kepahiang. Fokus penelitian mencakup
proses implementasi FCP, kendala yang dihadapi,
serta strategi yang dapat diterapkan untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Lokasi penelitian dipilih karena adanya indikasi
permasalahan dalam pengelolaan dana BOS yang

relevan untuk diteliti. Subjek penelitian meliputi
kepala sekolah, bendahara, guru yang terlibat
langsung dalam pengelolaan dana, serta pihak
eksternal seperti komite sekolah dan masyarakat.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam
untuk menggali pemahaman dan tantangan yang
dihadapi, observasi langsung untuk melihat
praktik di lapangan, serta studi dokumentasi
terhadap laporan keuangan dan dokumen
penggunaan dana BOS. Instrumen penelitian
berupa pedoman wawancara, panduan observasi,
dan daftar periksa dokumen, yang dirancang untuk
memastikan data yang diperoleh sesuai dengan
tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode
analisis  tematik, yang  dimulai  dari
pengorganisasian data berdasarkan sumbernya,
identifikasi tema utama, hingga proses
pengkodean data yang relevan dengan tema
penelitian (Sudaryono, 2021; Sugiyono, 2019).
Triangulasi sumber diterapkan untuk menjaga
validitas data, yaitu dengan membandingkan
informasi dari wawancara, observasi, dan
dokumen (Anggito & Setiawan, 2018). Prosedur
penelitian diawali dengan tahap persiapan, seperti
memperoleh izin penelitian dan menyesuaikan
instrumen. Pengumpulan data dilakukan langsung
di lapangan, melibatkan seluruh pihak yang
relevan. Hasil analisis tematik disusun dalam
laporan yang mencakup temuan utama dan
rekomendasi strategis. Laporan ini diharapkan
tidak hanya memberikan kontribusi praktis untuk
meningkatkan tata kelola dana BOS di SD Negeri
12 Kepahiang tetapi juga memperkaya kajian
teoritis dalam pengelolaan pendidikan.

PEMBAHASAN
Proses Implementasi Fraud Control Plan (FCP)
Penerapan Fraud Control Plan (FCP)
dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) di SD Negeri 12 Kepahiang
dilakukan  dengan langkah-langkah  yang
sistematis untuk memastikan penggunaan dana
BOS yang transparan dan akuntabel. Langkah
pertama dalam implementasi FCP adalah
penyusunan kebijakan internal yang mengatur
pengelolaan dana BOS. Kebijakan ini berfungsi
sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat
dalam pengelolaan dana, mulai dari kepala
sekolah, bendahara, hingga guru dan staf
administrasi. Hal ini sesuai dengan temuan
penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa
kebijakan internal yang jelas menjadi dasar
penting dalam pengendalian kecurangan di
lembaga pendidikan (Widyastuti & Fitria, 2019).

Copyright @ 2024, El-1dare: Journal of Islamic Education Management, Print ISSN: 2549-6474, E-ISSN: 2549-6476

109




El-ldare: Journal of Islamic Education Management 10(2): 107-114

Langkah kedua adalah penetapan prosedur
pengelolaan yang terstruktur. Prosedur ini
mencakup tahapan mulai dari perencanaan
anggaran, pencairan dana, hingga pelaporan
penggunaan dana. Di SD Negeri 12 Kepahiang,
prosedur ini diatur dengan detail untuk
memastikan adanya verifikasi dan validasi pada
setiap tahap penggunaan dana. Penelitian oleh
Rosidah et al. (2023) juga menunjukkan bahwa
prosedur pengelolaan yang jelas dan terstruktur
dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan,
karena setiap transaksi dapat dipertanggung-
jawabkan dengan transparansi.

Selanjutnya, langkah ketiga adalah
penerapan  sistem  pengawasan internal.
Pengawasan internal dilakukan oleh tim yang
terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan
anggota komite sekolah. Pengawasan ini
dilakukan secara berkala melalui audit internal
untuk memastikan dana BOS digunakan sesuai
dengan peruntukannya. Hal ini sejalan dengan
teori yang dikemukakan oleh Astuti dan Indriasih
(2021) yang menyatakan bahwa pengawasan
internal yang efektif dapat mendeteksi dan
mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana
publik, termasuk dana BOS.

Langkah keempat adalah pelatihan dan
sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat
dalam pengelolaan dana BOS. Di SD Negeri 12
Kepahiang, pelatihan dilakukan secara rutin untuk
meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
dana. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang
FCP, risiko kecurangan, serta cara mengiden-
tifikasi dan melaporkan kecurangan yang
mungkin terjadi. Menurut Harnovinsah et al.
(2024) pelatihan yang intensif kepada seluruh
pemangku kepentingan meningkatkan kesadaran
dan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya
kecurangan.

Langkah kelima adalah penggunaan
teknologi untuk meningkatkan transparansi. SD
Negeri 12 Kepahiang mulai mengintegrasikan
sistem informasi berbasis teknologi untuk
memantau aliran dana BOS secara real-time.
Sistem ini memungkinkan pihak sekolah dan
masyarakat untuk memantau penggunaan dana
secara transparan, sehingga meminimalkan
peluang manipulasi data keuangan. Hal ini sesuai
dengan temuan studi oleh Hasan et al. (2024),
yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi
dalam pengelolaan dana pendidikan dapat
meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi
potensi kecurangan.

Secara  keseluruhan, langkah-langkah

penerapan FCP di SD Negeri 12 Kepahiang telah
terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Namun,
tantangan seperti keterbatasan sumber daya
manusia dan resistensi terhadap perubahan masih
menjadi hambatan yang perlu diatasi (Safari et al.,
2024). Oleh karena itu, untuk memaksimalkan
penerapan FCP, penting untuk terus meningkatkan
kapasitas pengelola dana dan memperkuat
komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip
pengelolaan yang bersih dan akuntabel.

Identifikasi Risiko Fraud dalam Pengelolaan
Dana BOS

Pada penelitian yang dilakukan di SD
Negeri 12 Kepahiang, ditemukan bahwa
penerapan Fraud Control Plan (FCP) dalam
pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) melibatkan tiga tahapan utama:
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Setiap
tahapan ini memiliki potensi risiko yang perlu
diwaspadai dan dikelola dengan baik untuk
menghindari  terjadinya kecurangan dalam
pengelolaan dana.

Pada tahap perencanaan, risiko yang terkait
dengan pengelolaan dana BOS di SD Negeri 12
Kepahiang dapat muncul ketika pihak sekolah
tidak menyusun anggaran dengan cermat atau
tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Berdasarkan temuan penelitian,
tidak-jelasan dalam perencanaan anggaran dan
alokasi dana dapat menjadi celah bagi potensi
penyalahgunaan dana, seperti pengalihan dana ke
pos yang tidak sesuai dengan kebutuhan
operasional sekolah. Hal ini dapat mengarah pada
pengeluaran yang tidak sah atau tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Menurut teori
pengelolaan keuangan publik, kesalahan pada
tahap perencanaan sering kali merupakan awal
dari masalah keuangan yang lebih besar, karena
jika alokasi dana tidak tepat sejak awal, maka
pengawasan dan pemantauan di tahap selanjutnya
akan lebih sulit (Bastian, 2021).

Pada tahap pelaksanaan, potensi risiko lebih
banyak terkait dengan implementasi anggaran
yang tidak sesuai dengan rencana awal atau terjadi
penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan hasil penelitian, ada indikasi bahwa
pengawasan yang lemah terhadap proses
pengadaan barang dan jasa dapat membuka
peluang bagi tindakan curang, seperti kolusi
antara pihak sekolah dengan vendor. Teori kontrol
internal yang diajukan oleh COSO (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) menyatakan bahwa Kkurangnya
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pengawasan dan kontrol atas proses pengadaan
akan meningkatkan kemungkinan terjadinya
kecurangan (Harnovinsah et al., 2024). Selain itu,
potensi risiko juga dapat muncul Kketika
pelaksanaan anggaran tidak disesuaikan dengan
perubahan kebutuhan yang terjadi di lapangan,
misalnya karena perubahan jumlah siswa atau
kondisi darurat yang memerlukan penyesuaian
anggaran secara mendalam. Jika perubahan ini
tidak dicatat dengan baik atau tidak diawasi, akan
membuka peluang bagi  ketidaksesuaian
penggunaan dana.

Pada tahap pelaporan, risiko utama yang
ditemukan adalah kurangnya transparansi dalam
proses pelaporan penggunaan dana BOS. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa pelaporan yang
tidak jelas atau tidak detail dapat menciptakan
ruang bagi manipulasi laporan keuangan.
Penggunaan format laporan yang tidak standar
atau tidak sesuai dengan regulasi pemerintah dapat
mengabur-kan pemahaman terhadap alokasi dana
yang sebenarnya. Teori akuntansi publik
menekan-kan bahwa transparansi dalam pelaporan
adalah salah satu faktor kunci dalam mencegah
penyalahgunaan dana (Mardiasmo, 2018). Pada
tahap ini, penting bagi pihak sekolah untuk
memastikan bahwa laporan keuangan yang
diajukan akurat dan dapat diaudit dengan mudah.
Pelaporan yang tepat dan jelas akan
memungkinkan pihak eksternal, seperti pengawas
pendidikan atau auditor, untuk memverifikasi
penggunaan dana dan memastikan bahwa tidak
ada praktik curang yang terjadi.

Secara keseluruhan, risiko pada Kketiga
tahap—perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
merupakan bagian dari proses yang rentan
terhadap  kecurangan, yang memerlu-kan
perhatian dan kontrol yang ketat. Implementasi
Fraud Control Plan (FCP) di SD Negeri 12
Kepahiang bertujuan untuk mengurangi risiko-
risiko ini dengan memasti-kan bahwa ada
mekanisme pengawasan yang efektif, pemisahan
tugas yang jelas, serta laporan yang transparan dan
akuntabel, sebagaimana dianjurkan dalam teori
pengelolaan keuangan dan kontrol internal.

Strategi Pencegahan dan Deteksi Fraud dalam

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah
Dalam  pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 12
Kepahiang, strategi pencegahan dan deteksi fraud
sangat penting untuk memastikan penggunaan
dana yang transparan, akuntabel, dan sesuai
dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil

penelitian, terdapat beberapa mekanisme yang
telah diterapkan oleh pihak sekolah, yang meliputi
kontrol internal, pemanfaatan teknologi, serta
pelibatan komite sekolah dan pengawasan
eksternal.

Kontrol internal yang kuat merupakan salah
satu strategi utama dalam mencegah terjadinya
fraud dalam pengelolaan dana BOS. Di SD Negeri
12 Kepahiang, mekanisme kontrol internal
diterapkan melalui pemisahan tugas antara kepala
sekolah, bendahara, dan guru. Kepala sekolah
berperan dalam merencanakan dan menyetujui
anggaran, sedangkan bendahara bertanggung
jawab dalam pelaksanaan dan pencatatan
keuangan. Pemisahan fungsi ini bertujuan untuk
mengurangi kemungkinan terjadinya
penyalahgunaan dana oleh individu yang memiliki
akses ke seluruh proses pengelolaan keuangan.
Hal ini sejalan dengan teori kontrol internal yang
dikemukakan oleh COSO (Committee of
Sponsoring Organi-zations of the Treadway
Commission), yang menyatakan bahwa pemisahan
tugas merupakan prinsip penting dalam sistem
pengendalian internal guna mengurangi risiko
fraud (Paulus & Kindangen, 2021).

Pemanfaatan teknologi informasi juga
menjadi salah satu strategi yang diterapkan untuk
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan
dana BOS. SD Negeri 12 Kepahiang mulai
mengintegrasikan sistem digital dalam pencatatan
dan pelaporan keuangan, sehingga memudahkan
pemantau-an dan evaluasi. Sistem informasi ini
memungkinkan pihak terkait, seperti kepala
sekolah dan dinas pendidikan, untuk mengakses
laporan keuangan secara real-time. Penggunaan
teknologi ini sesuai dengan temuan penelitian oleh
Kurniawan (2024), yang menyatakan bahwa
penggunaan teknologi informasi dapat meningkat-
kan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan dana publik, serta memudahkan
deteksi dini terhadap potensi kecurangan.

Selain itu, pelibatan komite sekolah dan
pengawasan eksternal juga merupakan bagian dari
strategi pencegahan fraud. Komite sekolah di SD
Negeri 12 Kepahiang dilibatkan  dalam
pengawasan penggunaan dana BOS dengan
memberikan masukan terkait rencana anggaran
dan mengevaluasi pelaksanaannya. Komite
sekolah berfungsi sebagai penghubung antara
sekolah dengan masyarakat, dan dengan
melibatkan mereka dalam proses pengawasan,
transparansi dalam pengelolaan dana BOS dapat
lebih terjamin. Selain itu, pengawasan eksternal
dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten
Kepahiang juga dilakukan untuk memastikan
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bahwa penggunaan dana BOS sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan
teori pengawasan publik yang menyatakan bahwa
pengawasan eksternal dan partisipasi masyarakat
dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan publik (Bastian,
2021).

Secara keseluruhan, strategi pencegahan
dan deteksi fraud yang diterapkan di SD Negeri 12
Kepahiang telah mencakup berbagai aspek, dari
penguatan  kontrol internal,  pemanfaatan
teknologi, hingga pelibatan pihak eksternal.
Meskipun demikian, masih terdapat tantangan
dalam implementasi penuh mekanisme ini, seperti
keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap
perubahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan
pelatihan lebih lanjut untuk semua pihak terkait
guna memastikan bahwa strategi ini dapat berjalan
efektif dan berkelanjutan.

Faktor = Pendukung dan  Penghambat
Penerapan Fraud Control Plan (FCP) dalam
pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)

Penerapan Fraud Control Plan (FCP)
dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) di SD Negeri 12 Kepahiang
dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan
penghambat. Faktor pendukung yang dominan
adalah adanya sistem pengawasan internal yang
sudah mulai diterapkan, pemahaman kepala
sekolah dan bendahara tentang akuntabilitas dana
BOS, serta keterlibatan komite sekolah dalam
pengelolaan dana. Sistem pengawasan internal
memungkinkan pengelolaan dana BOS lebih
transparan dan sesuai prosedur, sebagaimana
didukung oleh teori internal control system dari
COSO (Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission). Teori ini
menekankan bahwa sistem pengendalian internal
yang efektif dapat meminimalkan risiko
penyimpangan, termasuk potensi kecurangan.
Selain itu, pemahaman yang baik oleh kepala
sekolah dan bendahara juga mencerminkan
implementasi prinsip-prinsip good governance,
seperti akuntabilitas dan transparansi. Keberadaan
komite sekolah sebagai pihak independen turut
mendukung pengelolaan dana yang lebih terbuka
dan bertanggung jawab, sejalan dengan penelitian
terdahulu oleh Sopian dan Asqgolani (2022) yang
menunjukkan bahwa partisipasi stakeholder
meningkatkan ~ efisiensi ~ dan  efektivitas
pengelolaan dana BOS.

Namun, penerapan FCP juga menghadapi
berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama

adalah rendahnya pemahaman sebagian tenaga
administrasi sekolah terhadap prosedur pelaporan
keuangan yang berbasis pada prinsip pencegahan
kecurangan. Masalah ini sering disebabkan oleh
kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang
komprehensif terkait FCP. Hal ini diperkuat oleh
penelitian Hasibuan (2021) yang menyatakan
bahwa rendahnya kompetensi tenaga administrasi
menjadi salah satu penyebab utama kelemahan
pengelolaan keuangan sekolah. Hambatan lainnya
adalah keterbatasan sumber daya teknologi,
seperti perangkat lunak keuangan yang memadai
untuk mendukung pengelolaan dana BOS secara
transparan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa
beberapa laporan masih dikerjakan secara manual,
sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan
pencatatan atau manipulasi data. Kondisi ini
bertentangan dengan rekomendasi dalam studi
oleh Nur & Hanif (2024), yang menunjukkan
bahwa penerapan teknologi dalam pengelolaan
keuangan sekolah dapat secara signifikan
mengurangi risiko kecurangan.

Faktor budaya organisasi juga menjadi
tantangan, terutama terkait sikap resistensi
terhadap perubahan dalam pengelolaan keuangan.
Beberapa pihak di sekolah cenderung merasa
nyaman dengan metode tradisional yang kurang
transparan, sehingga resistensi ini menghambat
implementasi FCP secara maksimal. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian Akhbar et al.
(2020), yang menyebutkan bahwa keberhasilan
perubahan organisasi sangat dipengaruhi oleh
kesiapan individu dalam menerima perubahan.

Untuk mengatasi hambatan ini, penelitian
ini merekomendasikan peningkatan kapasitas
tenaga  administrasi melalui pelatih-an
berkelanjutan, optimalisasi penggunaan teknologi
keuangan, serta penguatan budaya transparansi
melalui pelibatan seluruh stakeholder.
Kesimpulan ini juga sejalan dengan temuan
Kurniawan (2024), yang menunjukkan bahwa
kolaborasi antara pihak sekolah, komite, dan
pemerintah daerah dapat memperkuat pengelolaan
dana BOS yang berbasis FCP. Dengan demikian,
penerapan FCP di SD Negeri 12 Kepahiang
memiliki peluang besar untuk lebih efektif jika
faktor penghambat dapat diminimalkan melalui
strategi yang terintegrasi.

KESIMPULAN

Penerapan Fraud Control Plan (FCP)
dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 12
Kepahiang telah menunjukkan efektivitas dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Proses implementasi melibat-kan langkah-
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langkah seperti penyusunan kebijakan internal,
penetapan prosedur pengelolaan, penerapan
pengawasan internal, pelatihan, serta pemanfaatan
teknologi informasi. Setiap langkah tersebut telah
berkontribusi dalam mengurangi risiko fraud,
mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.
Faktor pendukung, seperti sistem pengawasan
internal yang kuat, keterlibatan komite sekolah,
dan pemahaman kepala sekolah mengenai
akuntabilitas, menjadi  kunci  keberhasilan
implementasi ini. Namun, terdapat hambatan
seperti keterbatasan sumber daya manusia yang
kompeten, resistensi terhadap perubahan, serta
minimnya teknologi pendukung.

Untuk memperkuat implementasi FCP,
beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama,
peningkatan pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh
pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk
meningkatkan pemahaman tentang prinsip
pencegahan fraud. Pelatihan ini harus mencakup
aspek perencanaan anggaran, pengawasan, hingga
pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi
publik. Kedua, sekolah perlu mengalokasikan
dana untuk mengadopsi teknologi berbasis
keuangan, seperti perangkat lunak akuntansi, yang
memungkin-kan transparansi real-time. Ketiga,
peningkatan peran pengawasan eksternal oleh
dinas pendidikan harus diperkuat untuk memantau
secara berkala dan memberikan pendamping-an
teknis. Keempat, penguatan budaya kerja yang
berorientasi pada integritas dan akuntabilitas
melalui program internal, seperti workshop atau
deklarasi nilai-nilai anti-korupsi, dapat
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan
bebas dari potensi kecurangan.
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